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P U T U S A N 

Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon,   Tempat tanggal lahir Kudus, 2 November 1985, Umur 37 Tahun, 

Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, beralamat di  , 

Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon; 

melawan 

Termohon,   tempat dan tanggal lahir, Kudus, 15 Mei 1981, umur 41 tahun, 

agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, berdomisili di   

Kabupaten Kudus  , sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa 

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 

2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 

000/Pdt.G/2023/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor 

Urusan Agama  (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus pada 

tanggal 30 November 2008, sebagaimana  kutipan Akta Nikah Nomor : 

xxxxxxxxxx tertanggal 30 November 2008; 

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon 

berstatus Perawan; 

Disclaimer
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3. Bahwa setelah akad nikah  Pemohon dan Termohon membina rumah 

tangga di rumah peninggalan orang tua Pemohon yang beralamat di   

Kabupaten Kudus selama 13 (tiga belas) tahun  6 (enam) bulan, 

Kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 

(sembilan) bulan; 

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah  melakukan hubungan intim suami 

istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama 

Anaksekarang dalam asuhan Pemohon; 

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

berjalan rukun dan   harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 

antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi perselisihan, 

pertengkaran dan percekcokan yang terus menerus yang tidak ada 

harapan untuk rukun kembali; 

6. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekcokan 

antara Pemohon dan Termohon adalah : 

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami; 

- Termohon susah untuk dinasehati; 

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 

bulan April 2022 dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang 

akibatnya Termohon tanpa pamit dengan Pemohon pergi meninggalkan 

Pemohon, kemudian Termohon tinggal di rumah kakak perempuan 

Termohon di Kabupaten Kudus sedangkan Pemohon masih tinggal di 

rumah peninggalan orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana 

tersebut di atas; 

8. Bahwa setelah kejadian point.7 akibatnya Pemohon dan Termohon telah 

berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan yaitu sejak bulan April 

2022 hingga Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Kudus; 

9. Bahwa Pemohon sudah sering menjemput dan mengajak Termohon untuk 

kembali rukun membina rumah tangga namun Termohon selalu menolak 

ajakan Pemohon, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan 

keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds 
 

 

 

dipertahankan lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai 

dengan Termohon; 

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah 

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal  116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam; 

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam 

perkara ini; 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, 

mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk 

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan 

sidang Pengadilan Agama Kudus; 

3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum. 

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon   dan 

Termohon hadir di persidangan; 

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di 

persidangan namun tidak berhasil;  

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan 

mediatorbernama  Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. sebagaimana laporan tanggal 

22 Pebruari 2023, yang pada pokoknya mediasi berhasil sebagian; 

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membuat kesepakatan 

tertanggal 15 Pebruari 2023,  Pemohon sebagai Pihak Pertama dan Termohon 

sebagai  Pihak Kedua yang isinya sebagai berikut: 

1. Bahwa Kedua belah pihak sepakat mufakat bahwasanya rumah di 

atasnamakan anak yang bernama Anak. Dengan Sertifikat tanah Milik 

xxxxxxxxxxx di Desa xxxxxxx, NIB : xxxxxxxx dengan luas 73 M2 (tujuh 

puluh tiga meter persegi); 
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2. Menyatakan bahwasanya emas dan sepeda motor sudah dikembalikan ke 

Pihak Kedua; 

3. Sepakat mufakat menyatakan bahwasanya mobil diserahkan Pihak pertama 

dengan membayar Rp. 20.000.000,00 kepada pihak kedua. Dengan 

identitas Nomor registrasi “xxxxxxxxxx”, nama Pemilik xxxxx merk Isuzu 

Panther TBR xxxxxxxx Touring nomor mesin xxxxxxxxx; 

4. Penyerahan dilakukan sebelum pihak pertama mengucapkan ikrar talak, 

dan apabila pembayarannya Penggugat Rp. 20.000.000,00 tersebut belum 

diberikan kepada pihak kedua maka ikrar talak tidak bisa dilanjutkan pihak 

pertama; 

Para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam 

pertimbangan dan amar putusan; 

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi 

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan 

jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil 

permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan 

Pemohon; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon 

yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 

30-04-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;   

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 30 Oktober 

2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh 

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah 

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf 

Hakim; 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds 
 

 

 

Bahwa bukti surat tersebu telah diperlihatkan kepada Termohon dan 

atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan; 

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: 

1. Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : 

-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan 

dengan Pemohon  sebagai tetangga Pemohon;   

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri 

yang menikah pada tahun 2008 ; 

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 

tinggal bersama di rumah orang tua  Pemohon; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon  telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;   

- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon 

dengan Termohon bertengkar; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai 

Pemohon sebagai suami dan Termohon susah untuk dinasehati; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 

berrpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang 

dan sudah tidak bersatu lagi ; 

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan 

sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami 

istri;   

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon;  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds 
 

 

 

2. saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut : 

 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;   

 Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri 

yang menikah pada tahun 2008 ; 

 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 

tinggal bersama di rumah orang tua  Pemohon; 

 Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon  telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

 Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;   

 Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon 

dengan Termohon bertengkar; 

 Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran antara 

Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai 

Pemohon sebagai suami dan Termohon susah untuk dinasehati; 

 Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 

berrpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang 

dan sudah tidak bersatu lagi ; 

 Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan 

sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami 

istri;   

 Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon;   

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan 

Termohon dapat menerima dan tidak membantahnya ; 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti 

apapun lagi ; 
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Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk 

mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan 

bukti apapun; 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan 

yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan 

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada 

pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon 

putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan 

upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah 

terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal  130 HIR; 

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud 

ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara  

Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi 

dengan mediator Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. yang pada pokoknya mediasi 

berhasil sebagian sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 22 Pebruari 

2023; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka 

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai 

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds 
 

 

 

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan 

Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan 

dan pertangkaran disebabkan  Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai 

suami dan Termohon susah untuk dinasehati akibatnya sejak bulan April 2022  

telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak 

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya 

suami-istri; 

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam 

jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian 

yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang 

saksi;  

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, 

telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat 

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat 

kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh 

Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai 

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti 

bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti 

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan 

bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 November 

2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga 

telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon 

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 November 

2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten 

Kudus, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio 

memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak 

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang 

dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan 

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai 

hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar 

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh 

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;  

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun 

telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan 

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang 

menikah pada tanggal 30 November 2008; 

2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 

(satu) anak; 

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus; 

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan 

Termohon sudah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang 

dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak 
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melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana 

layaknya suami isteri; 

5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon 

dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan 

sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon 

dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh 

ingin bercerai dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim 

berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar 

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan 

dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang 

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana 

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah 

tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan 

untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari 

pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap 

maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah; 

 

Artinya :“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan” 

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat 

dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi : 
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 Artinya:  “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah 

Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227); 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim 

berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf 

(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan 

permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi: 

 

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i 

tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut 

dikabulkan;  

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh 

Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami 

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrtri 

selama istri masih dalam iddah; 

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan 

tertanggal 15 Pebruari 2023, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut 

adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim agar menguatkan 

kesepakatan tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan; 

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah Pemohon 

sebagai Pihak Pertama dan Termohon sebagai  Pihak Kedua, yang isinya 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Kedua belah pihak sepakat mufakat bahwasanya rumah di atas 

namakan anak yang bernama Anak. Dengan Sertifikat tanah Milik xxxxxx di 

Desa xxxxxxx, NIB : xxxxxxxx dengan luas 73 M2 (tujuh puluh tiga meter 

persegi); 
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2. Menyatakan bahwasanya emas dan sepeda motor sudah dikembalikan ke 

Pihak Kedua; 

3. Sepakat mufakat menyatakan bahwasanya mobil diserahkan Pihak pertama 

dengan membayar Rp. 20.000.000,00 kepada pihak kedua. Dengan 

identitas Nomor registrasi “xxxxxxx”, nama Pemilik xxxxxxx, merk Isuzu 

Panther TBR xxxxxxTouring nomor mesin xxxxx; 

4. Penyerahan dilakukan sebelum pihak pertama mengucapkan ikrar talak, 

dan apabila pembayarannya Penggugat Rp. 20.000.000,00 tersebut belum 

diberikan kepada pihak kedua maka ikrar talak tidak bisa dilanjutkan pihak 

pertama; 

Para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam 

pertimbangan dan amar putusan; 

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan emas dan sepeda motor 

sudah diserahkan kepada Termohon dan  pada hari ini tanggal 1 Maret 2023 

Pemohon juga telah menyerahkan kepada Termohon berupa uang sejumlah 

Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pernyataan Pemohon tersebut 

dibenarkan oleh Termohon; 

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan  

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan 

kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan 

amar putusan bila perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. 

tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. 

tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;  

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati Hasil 

kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 15 Pebruari 2023, Hakim 

menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban 

umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat 

dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam 

pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan 
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Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk 

mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI: 

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Kudus; 

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan 

kesepakatan tertanggal 15 Pebruari 2023; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya’ban 1444 Hijriyah, oleh Dra. Ulfah 

sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada 

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Kholil, 

S.H., M.H.  sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan 

Termohon; 

 

Hakim 

 

 

 

Dra. Ulfah  

Panitera Pengganti 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds 
 

 

 

 

 

Kholil, S.H., M.H. 

 

Perincian Biaya 

1.  PNBP 

a. Pendaftaran :  Rp.  30.000,00 

b. Panggilan Pertama Pemohon  :  Rp.  10.000,00 

c. Panggilan Pertama Termohon  :  Rp.  10.000,00 

d. Redaksi  :  Rp.  10.000,00 

2. Biaya Proses  :  Rp.  75.000,00 

3. Biaya Panggilan  :  Rp. 450.000,00  

4. Meterai  :  Rp.  10.000,00 

J u m l a h  :  Rp. 595.000,00  

     (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). 

==================================================== 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


